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	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KECAMATAN YOSOWILANGUN

Jl. Mayjen Soekartijo No. 56 Telp. (0334) 390555

YOSOWILANGUN - 67382


KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 
TERM OF REFERENCE (TOR)
	Nama Program
	:
	3.05.25.39 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

	Indikator Program
	:
	Persentase desa yang terpantau upaya pembangunan

	Nama Kegiatan
	:
	3.05.25.39.006 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan 

	Indikator output
	:
	1. Presentase keterpenuhan unsure dalam Musrenbang
2. Presentase usulan yang difasilitasi

3. Jumlah desa yang melaksanakan tahapan verifikasi dan penyaluran bantuan sosial

	Indikator outcome
	:
	1. Nilai IKM 

2. Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi  

    yang ditindaklanjuti

3. Rata - rata persentase desa yang menyusun  

    dokumen administrasi pemerintahan desa yang  

    tepat waktu


A. Latar Belakang Kegiatan

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;

2. Peraturan Bupati Nomor 86 tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peratutan Desa
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
2. Gambaran Umum
a. Kecamatan secara umum dan Seksi Perekonomian dan Pembangunan khususnya seuai ketentuan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan   mempunyai tugas dan fungsi antara lain  :
1. Menyusun Rencana Kegiatan dan program kerja seksi Perekonomian dan Pembangunan

2. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Perekonomian dan Pembangunan

3. Melaksanakan analisa potensi desa, pembangunan sarana dan prasarana desa, sarana dan prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengairan dan sosial lainnya

4. Mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/fasilitasi peningkatan pemanfataan hasil – hasil perekonomian dan pembangunan

5. Melaksanakan pembinaan peningkatan pelaksanaan pembangunan

6. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap golongan ekonomi lemah/keluarga miskin

7. Menganalisakan dan pengkoordinasian penyiapan sarana/prasarana perekonomian dan pembangunan

8. Mengkoordinasikan, penyiapan dan penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kecamatan

9. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan

10. Memantapkan struktur perekonomian masyarakata desa/kelurahan

b. Kecamatan Yosowilangun terdiri dari 12 Desa. Sumber pendapatan Desa dari PAD, Dana Desa, ADD, BHPR, PAK dll. Dari sumber pendapatan ini, Desa melaksanakan Pembangunan baik bagi SDM aparatur, SDM Masyarakat maupun pembangunan fisik sarana dan prasarana Desa. 
3. Fenomena dan Data Detail

a. Atas data umum sebagaimana disajikan diatas (berikut permasalahan/ fenomena secara detail  : 

1) Perangkat desa kurang memahami terkait peraturan pembangunan desa yang harus dipedomani
2) Tidak semua usulan terkait pembangunan yang terfasilitasi

3) Kualitas pembangunan desa yang belum sesuai dengan ketentuan

4) Bantuan Sosial dari pemerintah pusat yang tidak tepat sasaran

b. Berikut adalah Prioritas masalah/penggalian potensi sesuai kriteria yang ditetapkan yakni :

1) Kurang terfasilitasinya usulan pembangunan di Desa
2) Pembangunan Desa yang dilakukan belum sesuai penggalian potensi desa

3) Kualitas pembangunan tidak sesuai dengan anggaran yang disediakan

4) Bantuan Sosial tidak tepat sasaran
c.  Faktor-faktor
yang
mempengaruhi terkait SDM SKPD :
1) Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanan pembangunan serta    pelaksanaan kegiatan sosial;
3)  Pengetahuan perangkat desa yang terbatas atas peraturan – peraturan yang berlaku
d. Dalam rangka memverifikasi kualitas pembangunan desa, SKPD tidak mempunyai perlengkapan yang memadai. Sedangkan  terkait adanya salah sasaran dalam distribusi bantuan social, pihak Kecamatan bukanlah SDM pendata, Kecamatan dan desa melakukan verifikasi atas data yang ada. Dan dilakukan penggantian untuk selanjutnya dilakukan usulan kepada Dinas terkait atas nama – nama yang lebih berhak.
e. Inovasi/ Alternatif yang sudah dilaksnakan antara lain :

1) Pelatihan Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Yosowilangun dengan menghadirkan narasumber 

2)  Monev  atas pelaksanaan pembangunan desa

3) Monev  atas verifikasi penerimaan bantuan social

4) Pembinaan atas Musyawarah Desa terkait perencanaan pembangunan desa
Evaluasi anggaran dan realisasi tahun sebelumnya serta permasalahan

a) Analisa time series

Secara umum penyelenggaraan anggaran kegiatan tahun sebelumnya dan tahun berjalan sebagai berikut :

	No
	Uraian
	Nilai Anggaran N-1
	Nilai Anggaran 

N-2
	Nilai Anggaran 

Tahun berjalan

	1
	Uang lembur PNS
	816.000
	816.000
	-

	2
	Belanja dekorasi
	160.000
	160.000
	160.000

	3
	Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan
	540.000
	540.000
	260.000

	2
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
	6.750.000
	6.750.000
	2.250.000

	3
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
	2.200.000
	2.200.000
	1.960.000


Permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan kegiatan :

1) Perlu adanya persamaan pemahaman terkait peraturan yang berlaku antara ASN Kecamatan Yosowilangun dan pihak aparatur desa
2) Tidak adanya perlengkapan yang memadai sebagai dasar penentuan kualitas pembangunan
3) Kurangnya SDM ASN Kecamatan terkait proses pembangunan
4) Pada tahun lalu dan tahun berjalan, anggaran yang tersedia tidak sejalan dengan kegiatan yang harus dilaksanakan. Anggaran hanya bias mengakomodir kegiatan Musrenbang saja. Tidak termasuk pembinaan, pendampingan serta monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan Desa

f. Maksud dan Tujuan (Target SAKIP)
a) Maksud dan tujuan dari kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan yaitu Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa
b) Jelaskan indikator dan target kinerja tujuan  
· Peningkatan kepuasan masyarakat atas pelayanan pemerintahan baik desa dan kecamatan serta kepuasan masyarakat atas sarana dan prasarana serta kebijakan pemerintahan
c) Indikator dan target kinerja Sasaran dan atau Capaian/dampak Program :
· Presentase desa yang terpantau upaya pembangunan
d) Indikator dan target kinerja Outcome :
· Nilai IKM
· Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu

· Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti
e) Indikator dan target kinerja Output :
· Persentase keterpenuhan unsure dalam Musrenbang

· Persentase usulan yang difasilitasi

· Jumlah desa yang melaksanakan tahapan verifikasi dan penyaluran bantuan sosial
f) Indikator dan target Kinerja Individu 
· Pelaksanaan pembangunan desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku

· Sinkronisasi usulan dari masyarakat dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

· Penggunaan anggaran desa untuk pembangunan sesuai usulan

· Bantuan sosial yang tepat sasaran 
g. Manfaat
a) Manfaat/ keterkaitan antara output kegiatan dan outcome penyelenggaran kegiatan :
· Peningkatan pemahaman Perangkat desa  terkait peraturan pembangunan desa yang harus dipedomani
· Meningkatkan Sinkronisasi usulan dari masyarakat dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

· Kualitas pembangunan desa  sesuai dengan ketentuan

· Meningkatnya pembinaan dan evaluasi penggunaan anggaran desa untuk pembangunan

· Bantuan Sosial dari pemerintah pusat yang  tepat sasaran

b) Menjelaskan Dampak pada target outcome jika output kegiatan tidak tersedia
· Kurangnya sinkronisasi usulan dari masyarakat dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
· Penggunaan anggaran desa untuk pembangunan belum sesuai usulan
h. Strategi Pencapaian Keluaran

· Pelaksanaan Musrenbang dengan memfasilitasi semua unsure yang ada

· Pelatihan Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Yosowilangun dengan menghadirkan narasumber 

· Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan desa 
· Sosialisasi  bantuan sosial

· Pendampingan dan Pembinaan atas Musyawarah Desa terkait perencanaan pembangunan desa

· Mengoptimalkan perencanaan pembangunan partisipatif
i. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan/ alur
1) Prosedur 
· Penjelasan proses Musrenbang terkait dokumen yang dibutuhkan , peserta dan prosedur yang harus dilakukan

· Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

· Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan desa

· Pembinaan dan pendampingan Musyawarah Desa yang dilaksanakan di masing – masing Desa

· Sosialisasi atas distribusi bantuan sosial pemerintah pusat

2) Waktu 
· Musrenbang Tingkat Kecamatan dilaksanakan pada Bulan Januari sesuai jadwal yang ditentukan untuk selanjutnya usulan diteruskan ke tingkat Musrenbang Kabupaten
· Monev kegiatan pembangunan dilaksanakan bulan Mei – Desember. Sesuai tahapan Pembangunan APBDesa
· Pendampingan Musdes dilaksanakan bulan Juni – September sesuai dengan jadwal tahapan pelaksanaan RKPDesa

· Sosialisasi dilaksanakan bulan Pebruari, sebelum distribusi bantuan sosial dilaksanakan

· Pendampingan dilaksanakn bulan Maret – Desember disaat proses pelaksanaan distribusi bantuan sosial

3) Tempat 
· Musrenbang tingkat Kecamatan dilaksanakan di Kantor Kecamatan Yosowilangun
· Monev dilaksanakan dimasing – masing titik pembangunan untuk mengetahui secara langsung proses pembangunan

· Pendampingan Musdes dilaksanakan di masing – masing balai Desa

· Sosialisasi Bantuan Sosial dilaksanakan di Kecamatan Yosowilangun 

· Pendampingan distribusi bantuan sosial dilaksanakan dimasing – masing Desa atau lokasi penyerahan bantuan
4) Pelaksana 
a) Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan Yosowilangun
b) Tim Verifikasi ADD, DD dan BKK

c) Tim Kecamatan RTLH

d) Pendamping PKH

e) Pendamping Lokal Desa

5) Peserta 
a) Peserta Musrenbangcam :
· Aparatur Desa

· LKMD

· TP PKK Desa

· Tokoh Pemuda

· Dinas/Instansi Kecamatan Yosowilangun
· Tokoh Masyarakat

· Anggota DPRD dapil stempat
b) Monev Kegiatan Pembangunan dilaksanakan oleh Tim Verifikasi APBDes dan Tim Kecamatan RTLH
c) Pendampingan Musdes oleh Tim Verifikasi dibantu Pendamping Lokal Desa
d) Sosialisasi bantuan Sosial 
· Aparatur Desa

· Penerima Bantuan

· Pendamping PKH dan TKSK

e) Pendampingan Bantuan sosial dilakukan oleh Seksi Perekonomian dan Pembangunan dibantu Pendamping PKH dan TKSK
j. Biaya Yang Diperlukan

· Belanja Dekorasi 





= Rp.    100.000
· Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan

= Rp.    300.000
· Belanja Makanan dan Minuman Rapat

= Rp. 3.600.000
· Belanja Perjalanan Dinas



= Rp. 1.800.000
Total
= Rp. 5.800.000
k. Lampiran 
             Lumajang, 1 Oktober 2019
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